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ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas Persepsi hakim PA daivakat terhadap
judicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 pasca bemakputusan
MK No.46/PUU/VIII/2010, dimana dengan adanya putuga maka anak diluar
kawin dapat memiliki hubungan keperdataan selamgde ibunya juga dengan
ayah biologisnya. Putusan MK ini menimbulkan ketst karena MK kurang
jelas merincikan “hubungan keperdataan” yang dimdkgsutusan ini. Hal ini
berdampak pada tugas Hakim PA dan Advokat, seotaigm tidak dapat
menolak untuk memutus sebuah perkara dengan alagamnya kurang jelas
dan menunggu sampai aturan lain yang mengatur,ngkda pada advokat
berdampak pula dalam tugasnya, advokat dianggamrsgahli hukum yang
memberikan jasa atau bantuan hukum, serta mewdiglnya dalam perkara
yang diajukan, karena tugasnya sebagai pemberi hakam. maka seorang
advokat sebagai ahli hukum harus mampu mengarpleaaturan yang berlaku,
termasuk juggudicial reviewpasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974,

karena itu masalah ini harus dianalisis sampaubefaanakah hakim dan
advokat paham dalam menilai hubungan keperdaan dihakr kawin dengan
ayah biologisnya, sehingga yang diharapkan dari abamannya dapat
menghindarkan penyalahgunaan putusan, meminimapsablematika yang
timbul karena putusan ini juga memberikan informasrta pemahaman
mendalam kepada masyarakat.Oleh sebab itu penehtisnenganalisa mengenai
Persepsi Hakim PA dan Advokat terhagagicial review pasal 43 ayat (1) UU
No.l tahun 1974 tentang hubungan keperdataan ahedt gerkawinan dengan
ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK N&4&l/VIIl/2010 dan apa
yang menjadi dasar Hakim PA dan Advokat dalam mmeng@n persepsinya
mengenaijudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1l tahun 1974 tentang
hubungankeperdataan anak diluar perkawinan dengah hiologisnya pasca
berlakunya putusan MK No.46/PUU/VI111/2010.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsiimaPA tehadap
judicial reviewpasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yaitu hubaoriggoerdataan



hanya sebatas memberikan hak dan kewajiban sdoabpal tbalik antara anak
dengan orang tua untuk melakukan pendidikan darejitemmaan seperti nafkah,
biaya pendidikan, kasih sayang dan pemberian pdagan yang layak dan wajar
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang akanunjang kehidupan
anak. Sedangkan persepsi advokat terh@atipial reviewpasal 43 ayat (1) UU
No.1l tahun 1974 dapat diartikan keperdataan yapgtddiberikan yaitu hak dan
kewajiban secara timbal balik antara anak dan ornaiaguntuk memberikan
pendidikan, pemeliharaan seperti nafkah, perwalengakuan status anak,
perlindungan dan hak anak untuk mewaris sebagaimantersebut sama dengan
hubungankeperdataan yang didapat anak diluar kdannibunya. Hakim dalam
mengungkapkan persepsinya didasarkan pada; 1) Kegan dan hak asasi anak,
2)Akidah Hukum Islam. Advokat dalam mengungkapkarmsepsinya didasarkan
pada; 1)Terminologi Hukum Perdata, 2)Analogi Huk@jukum Kebiasaan.

Saran dari penulis adalah agar tujuan dari putusMK
No0.46/PUU/VIII/2010 terwujud, hendaknya negara afmmerintah membuat
suatu peraturan khusus yang mengatur mengenaispela&n putusan MK ini dan
hendaknya perlu disosialisasikan dan diberikan jpaman mendalam terhadap
masyarakat. Para pihak yang berkaitan dengan @eykkerg menyangkut putusan
MK No0.46/PUU/VIII/2010, baik hakim, atau advokat. atds melihat
hubungankeperdataan yang dimaksud dari berbagak aspkum baik yang
tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci:Persepsi Hakim PA dan Advokat terhadap Judicial Review pasal
43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Hubungan Keperdataan Anak di
Luar Perkawinan dengan Ayah Biologisnya pasca berlakunya Putusan MK
No.46/PUU/V111/2010.



ABSTRACT

This scientific article discuss perception judge &% advocate tpdicial
reviewpasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 after the yemmto force
MKNo0.46/PUU/VIII/2010. The verdict MK causing corsion because MK less
clear detailing the relationship keperdataan wHerred to the verdict of this.
This has an impact on the task of a Judge PA ansb@ade, a judge cannot deny
to disconnect a case by reason of the law is lless end wait until other rules
set,impacting anyway on duty of advocate. The aalteods considered a jurist
who provide services or legal aid, as well as regméng clients in litigation filed,
because his duties as giver of legal services. #meadvocate as a legal expert
should be able to interpret regulations, includungjcial reviewof pasal 43 ayat
(1) UU No.1 tahun 1974 therefore this problem nmaestanalyzed up to extent to
which judges and advocates understand in assessiifdren's keperdataan
relationshipoutside of marriage with her biologi€ather,so that the expect from
his understanding can prevent abuse verdict MK nmire problematika arising
due to this ruling also giving information.Theredothis research analyzes about
the perception of Judge PA and advocate againsjuttlieial reviewpasal 43 ayat
(1) UU No. 1 tahun 1974 regarding relationship kdpgaan children outside
marriage with her biological father after the enamtt of the ruling MK No.
46/PUU/VIII/2010 and what is the basic of judge RAd advocate in its
perception regarding th@dicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974
ruling of the MK No. 46/PUU/VIII/2010

The results of the perception of the judge PA wetbpect tqudicial review
of pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, the retethip of keperdataan only as
providing rights and obligations are reciprocaMmn children with parents to do
education and maintenance as a living, educatmmpassion and giving a decent
livelihood and reasonable in accordance with its @apabilities that will support
the child's life.While the perception of an advecaelationship keperdataan
between the child and the parents to provide educathild maintenance as a
living, an example of a nafkah, guardianship,redogm the status of a child,
protection, and right of the child to mewaris lsse rights equal to keperdataan
relationship a child outside of marriage from hestiher.Judges in expressing his
perception is based on; 1) Interests and the righthe child, 2) Islamic law.
Advocates in expressing his perception is based1prierminology civil law,
2)Legal Analogy 3)the law of habit.Advice from vaitis for the purpose of the
enactment verdict MK No.46/PUU/VIII/2010 eventuatshould state or
government makes a special regulation regulatiegetiforcement of the award
verdict MK this and should need socialized and givmderstanding deep for
society. The parties pertaining to verdict MK NdRIBU/VIII/ 2010, for judge
PA and advocate, should see relationship kepexddtam various legal aspects
either written or living in society.

Keywords. The Perception of Judge PA and Advocate to Judicial Review
pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 on relationship keperdataan children
outside marriage with her biological father, after enactment the verdict MK
No0.46/PUU/2010.



I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam diatur dalabh No.1 tahun
1974 tentang perkawinan (untuk penulisan selangutrysingkat UU
Perkawinan), dengan adanya UU Perkawinan maka sefawinan, diatur
dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan ma&mpengaruhi status
anak yang dilahirkan, dalam hal ini anak yang dilem dapat dibedakan
menjadi 2 golongan yakni anak sah dan anak tidak Galongan pertama
yaitu anak yang sah. Golongan kedua yaitu anak tidag sah biasa disebut
juga anak diluar kawin.

Sebelum tanggal 17 februari 2012, UU Perkawinaralp43 ayat (1)
menentukan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar katvanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibungatiun sejak tanggal
17 Februari 2012 telah dibacakan oleh Majelis Hakitutusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 suatu ketentuan baru, menggraaal 43 ayat (1) UU
Perkawinan yakni menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibsasta

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikakti

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK itu bermula atas uji matefjudicial review) UU
Perkawinan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Hitac binti
H.Mochtar’Putusan MK ini bersifat findflan sudah diberlakukan. Namun
setelah diberlakukannypdicial review pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
menimbulkan polemik dikarenakan kurang rincinya Mienjelaskan
mengenai “status keperdataan anak luar kawin deagah biologisnya”.
Bagi MK judicial reviewpasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melindungi semua
anak yang terlahir dari diskriminasi, namun bagi IMMajelis Ulama

Indonesia) sebagai pembimbing umat Islam, menggniggawa putusan MK

! Putusan MahkamahKonstitusi Rl no.46/PUU/VIII/@0hal 37.
2 Ibid, hal 1.
3 Lihat BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1%®#sal 24C ayat (1).



tersebut dipandang sangat kontroversial di kalangaat IslanfDimana
hubungan keperdataan tidaklah sebatas dengan hiaidpegan saja tetapi
dapat memiliki makna yangsangat luas sebagaimapat daenimbulkan
makna yang melekat pada anak sah. Putusan itu rbelkam
kerancuandalam beberapa aspek hukum, seperti asdl anak, bila
pengadilan mengakui asal usulnya anak luar kavahingga mendapatkan
legalitas memiliki hubungan keperdataan dengan aiy@bgisnya, kemudian
dituangkan dalam akta kelahiran maka membuka pellsar anak luar
kawin akan menuntut hak keperdataannya dari ayahDyaantara hak
keperdataan tersebut adalah ketika terjadi kematyah biologisnya, tentu
dia memiliki hak secara hukum untuk menuntut hakismga, begitu juga
sebaliknya’, juga ketika anak luar kawin itu adalah seorangmpeuan maka
secara serta merta ayah biologisnya itu menjadi wighh, hal ini yang
melanggar syariat Islam dan merubah tatanan Islam.

Polemik kurang rincinyajudicial review pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan itu tidak bisa dihindari karena samp&asang masih belum ada
upaya-upaya signifikan untuk menyelesaikannya, teatum ada aturan
khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan pasght8l) pasca putusan
MK ini, namun diluar itu semudgdicial review pasal 43 ayat (1) terlanjur
harus dijalankan, hal ini lah yang berdampak pamggmg hakim khususnya
hakim Pengadilan Agama yang berperan besar untokutos segala perkara
yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat IsleesalP10 ayat (1) UU
No0.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman miggahakim dituntut

harus mampu menyelesaikan perkara yang berkaitagadgudicial review

“. Ahmad Mifdlol Muthohar, 2012Sebuah Catatan untuk Putusan MK Terkait Pelaksanaan
uu no.l tahun 1974 Tentang Perkawinan, (online)
http://mifdlol.staff.stainsalatiga.ac.id/2013/01/&8buah-catatan-untuk-keputusan-mahkamah-
konstitusi-mk-terkait-pelaksanaan-uu-no-1-tahun4téhtang-perkawinan/, diakses tanggal (2
juli 2013)

°. Rio Satria(Hakim Pengadilan Agama Sengeti), 2({itik analisis tentang putusan
Mahkamah Konstitus mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal

2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1),(online),
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&smce=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.badilag.net%2Fdata%2FAKHL%2FTinjauan%2520Keber
adaan%2520Anak%2520Luar%2520Kawin.pdf&ei=EutsUtiBIrQfQrYCYAg&usg=AFQjC
NEEb2FgZEa4ZOZyMtqt9bucLOS|EQ&siIg2=KZUG8AYe_iTQNWIENnqSA&bvm=bv.551231
15,d.bmk, diakses tanggal (2 juli 2013)



pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, karetea dihadapkan oleh
perkara tersebut, seorang hakim tidak boleh mendégigan alasan hukum
kurang jelas dan menunggu sampai ada aturan lagpiy@ngaturnya. Karena
hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan perkang dihadapkan
kepadanya, maka hakim dapat melakukan Penemuan nHulatuk
mengartikan hubungan keperdataan anak diluar kadémgan ayah
biologisnya, maka bagaimana pemahaman seorang hremgadilan Agama
terhadap status keperdataan anak luar kawin desggn biologisnya pasca
putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 setelah melakukangmauan hukum.
Tidak rincinya hubungan keperdataan yang dimaksldnd putusan
MK No0.46/PUU/VI1II/2010 berpengaruh juga pada aduoksdvokat dalam
tugasnya dianggap seorang ahli hukum yang memipejdsa atau bantuan
hukum, pemberian jasa tersebut bisa berupa nakekain, pembelaan atau
mewakili masyarakat yang menjadi Kkliennya dalam abara dan
menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengabitena tugasnya sebagai
pemberian jasa dan tidak ada pembatasan masalajp diaadapi oleh
advokat, maka seorang advokat sebagai ahli hukumushanampu
mengartikan peraturan yang berlaku, termasuk judmial review pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan pasca berlakunya putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010, karena tidak menutup kemungkinada masyarakat
yang memohon bantuan dalam perkara yang berkatagadjudicial review
tersebut, dan tidak mungkin pula seorang advokalusmenolak masyarakat
yang membutuhkan bantuannya yang berkaitan depghcial review ini
dengan alasan peraturan tersebut tidak jelas, gadrang advokat harus
mampu mengartikan judicial review pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
sebagaimana untuk membela perkara Kkliennya yangjadiesanggung

jawabnya.

® Mushlihin al-Hafizh, 2011Peran Advokat Berbagi Sisi,
(online) http://www.referensimakalah.com/2012/09/peran-adtdierbagai-sisi.html, diakses (16
mei 2013).



Il. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Persepsi Hakim PA dan Advokat terhgddmial review
pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hudnikgperdataan anak
diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasciakerya putusan MK
No.46/PUU/VIII/20107?
2. Apa yang menjadi dasar Hakim PA dan Advokat dalasngemukan
persepsinya mengenpidicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun
1974 tentang hubungan keperdataan anak diluaawer&n dengan ayah
biologisnya pasca berlakunya putusan MK No.46/PUL/2010?
[1T.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis persepsiril&A dan Advokat
terhadapjudicial review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang
hubungan keperdataan anak diluar perkawinan deagah biologisnya
pasca berlakunya putusan MK No.46/PUU/VI111/2010

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar HaRindan Advokat
dalam mengemukakan persepsinya, mengadaiial reviewpasal 43 ayat
(1) UU No.1 tahun 1974tentang hubungan keperdat@maak diluar
perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakynyasan MK
No.46/PUU/VIII/2010

IV.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pereliyuridis
empiris dengan metode pendekatgnridis sosiologisuntuk mengkaji dan
meneliti Persepsi Hakim PA dan Advokat terhaglagicial review pasal 43
ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang hubungan kepaath anak diluar
perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakupyausan MK
No0.46/PUU/VIII/2010, untuk memperoleh hasil yan¢evan maka sumber
data dilakukan dengan penelitian lapang di Pengiadgama dan Kantor
Advokat kota Malang dan data diperoleh dengan ¢at@rview dengan
respondejkemudian data dianalisis dengan tekaMdskriptif kualitatif



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perseps Hakim PAdan Advokat terhadap Judicial Review pasal 43
ayat (1) UU No.l1 tahun 1974tentang hubungan keperdataan anak
diluar perkawinan dengan ayah biologisnya pasca berlakunya
putusan MK No.46/PUU/VI11/2010
a. Persepsi Hakim Pengadilan Agama
1) Munasik ;

Hubungan perdata anak Iluar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 adalah suatu hubungan yang
dimohonkan oleh ibu kandung sang anak luar kawin
yang dapat dibuktikan dengan DNA, sehingga
melahirkan kewajiban bagi ayah biologis dan haki bag
anak luar kawin itu sendiri, untuk dapat terpenydin
kebutuhan penghidupan anak Iluar kawin, seperti
pendidikan, pemeliharaan, biaya pendidikan, nafakah
dan kasih sayan@.

2) Faisol Hassanuddin ;

Hubungan perdata anak Iluar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 adalah hak yang diberikan oleh
ayah biologis untuk anak luar kawin yang berupa
nafakah, biaya pendidikan, kasih sayang, didikan da
ayah biologis dan jaminan masa depan anak, dimana
hak-hak itu berlaku sampai anak dewasa, seperg yan
tertuang dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat (1)(&8an
tetapi hak tersebut tidak menyangkut hal hak dalam
nasab karena selain dalam putusan tersebut tidak
disebutkan masalah nasab juga karena anak luankawi
yang dimaksud dalam putusan MK dapat diklasifikasi
dalam arti luas yang berarti bukan hanya dari peirkan

sirri tetapi termasuk anak zina dan anak sumbang, yang
dalam Hukum Islam mengenal bahwa anak zina dan
anak sumbang tidak dapat bernasab kepada ayah
biologisnya, jadi hubungan perdata yang dimaksud
judicial review pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu
hanya sebatas, pemeliharaan shja..

’. Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku H&ngadilan Agama di Pengadilan Agama
kota Malang tanggal selasa,4 juni 2013 pukul 13\3B, data Primer diolah

8 Hasil wawancara dengan bapak Faisol HassanudakuseHakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 28 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah



3) Murtadlo ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalajdicial review pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan pasca putusan MK adalah,
anak luar kawin yang dapat memohonkan haknya kepada
ayah biologisnya untuk mendapatkan pendidikan,

pemeliharaan, seperti nafakah,dan biaya didikan

Dari hasil wawancara, peneliti  menyimpulkan, hakim
beranggapan hubungan perdata yang dimaksud pulikaitu,hanya
sebagai hak dan kewajiban secara timbal balik amtaak dan orang tua
untuk melakukan, pendidikan dan pemeliharaan depafkah, biaya
pendidikan, kasih sayang, dan pemberian penghidypag layak dan
wajar sesuai dengan kemampuannya yang dimilikinggng akan
menunjang kehidupan si anak tersebut, dimana hapukgperdataan
itu tidak akan terputus sampai anak tersebut dagatiri sendiri atau
mandiri,

Walaupun selama ini masyarakat berpandangan masatahdan
perwalian dalam perkawinan masuk kedalam hubunggperkdataan,
dan hukum Islam melarang anak zina dan anak sumigang mewaris
dan mendapatkan perwalian nikah bagi anak peremmpaanun karena
hubungan keperdataan tidak hanya waris dan permwalkah bagi ayah
atas anak perempuan, maka hal itu dapat diantisiigagan cara lain,
sehingga mengenai waris dan hak perwalian nikah dah atas anak
perempuan itu, diklasifikasikan kedalam nasab, yémegarti tidak
termasuk yang dapat dimintakan dalam pengertian urigdn
keperdataan pada putusan MK No0.46/PUU/VI111/2010 gesijudicial
review pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Hakim membedak@ara
nasab dengan hak keperdataan. Kalau nasab harusikatan
perkawinan yang saffPermohonan agar anak tersebut dapat memiliki

nasab dengan ayah biologisnya berbeda permohonadeygan

° Hasil wawancara dengan bapak Murtadlo selaku rlaRengadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa 4 juni 2013 pLRWBO WIB, data Primer diolah.

1% Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agkota Malang tanggal selasa 4 juni 2013
pukul 13.30 WIB, data Primer diolah
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permohonan hubungan keperdataan pada  putusan MK
No.46/PUU/VIII/2010, untuk masalah nasab dapat kan
persidangan sendiri yang memiliki beberapa tahalpy,j kriteria dan
pertimbangan hukum yang mengantarkan pada sampanafatersebut
dapat bernasaf.

b. Persepsi Advokat
1) Haris Fajar ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud putusan MK
No.46/PUU/VI1II/2010 mengartikan hubungan
keperdataan sebagai hubungan yang timbul karena ada
dua pihak, yang melahirkan hak dan kewajiban antara
bapak dengan anak dalam hukum keluarga seperti
pendidikan, pemeliharaan dan semua hubungan
keperdataan yang timbul karena korelasi antara daak
bapak seperti waris, wali, kewajiban nafkah,'dlll.
2) Gunadi Handoko ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud Putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan privat yang
menyangkut hak dan kewajiban dalam hal keperdataan,
untuk hubungan keperdataan yang dimaksud vyaitu
keperdataan keluarga yang salah satunya adalah
pendidikan, pemeliharaan, status anak, perwalian,
termasuk juga waris, karena putusan itu tertulisaka
yang dilahirkan di
luarperkawinanmempunyaihubunganperdatadenganibuny
adankeluargaibunyasertadenganlaki-lakisebagaiagahny
berarti membawa dampak hubungan keperdataan tidak
hanya pada ibunya tetapi juga pada ayahnya, dak tid
ada perbedaan hubungan keperdataan anak dengan
ibunya dan ayahnya. karena menyangkut hak dan
kewajiban yang sama, yang berarti bila anak bisa
mewaris dari ibu berarti mewaris juga dari ayah.

1 Hasil wanwancara dengan bapak Faisol Hassanwakis Hakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 2{h8 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.
12 Hasil wawancara dengan bapak Haris Fajar seladtwokat di kantor Advokat HARIS FAJAR,
SH & Associatess kota Malang tanggal rabu 5 jii2pukul 13.30 WIB, data Primer diolah

3 Hasil wawancara dengan bapak Gunadi Handoko selddvokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal aeh 23 juli 2013 pukul 14.20
WIB, data Primer diolah.
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3) Moh.Nadzib Asrori ;

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010, adalah hubungan keperdataan
yang timbul karena adanya hubungan antara ayah dan
anak dapat berupa hak pendidikan, pemeliharaan yang
termasuk didalamnya nafkah, mengakui anak tersebut
sebagai anaknya, termasuk juga waris, yang mana
hubungan itu semua timbal balik, dan otomatis nieda

itu melekat pada masing masing pihakia.

4) Edwin Krinawanto ;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam Putusan MK
No.46/PUU/VI1II/2010 adalah hubungan yang
mengkaitkan satu pihak dengan pihak lain atau lebih
yang secara timbal balik atau sepihak terhadapruredu
dan kewajiban dalam hal ini hak hak anak luar kawin
tersebut sama dengan hak-hak anak yang dilahirkan
dalam perkawinan yang sah, seperti pendidikan,
pemeliharaan atau pemenuhan penghidupan,
perlindungan dan wari&>

5) Hartarto PakPahan;

Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang dimaksud dalam Putusan
MKNo0.46/PUU/VIII/2010 adalah hubungan antara anak
dan ayah yang hubungannya telah diatur pada UU
Perkawinan pasal 45 ayat (1) yaitu hak untuk
mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan dan juga
termasuk hak mewaris yang mengikti.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwavdt
berpandangan putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 melgraklasar dari
keabsahan perkawinan dan segala aspek-aspek yangemaiya
sehingga dapat meciderai hak-hak keluarga yanly retamiliki legalitas

atas perkawinan yang sah bila seorang ayah biolagitelah menikah

* Hasil wawancara dengan bapak Moh.Nadzib Asraisel Advokat di Kantor Law Firm

GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal aeh 23 juli 2013 pukul 14.20
WIB, data Primer diolah.

' Hasil wawancara dengan bapak Edwin Krinawantaksel Advokat di Kantor Law Firm

GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal mali4 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.

8 Hasil wawancara dengan bapakHartarto Pakpahakisel Advokat di Kantor Law Firm

GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal mal21 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.
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sah terdahulu. Bagi advokat maksgudicial reviewpasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan yaitu hubungan perdata itu sebagai aakdwajiban secara
timbal balik antara anak dan orang tua untuk meikéer pendidikan,

pemeliharaan contohnya nafkah, perwalian, pengakstatus anak,

perlindungan dan termasuk hak anak untuk mewaris.

Advokat berpandangan pada kalimat “anak yang dkahi di
luarperkawinanmempunyaihubunganperdatadenganibankatuargaib
unyasertadenganlaki-lakisebagaiayahnya”, di dalaatimiat tersebut
tidak ada perbedaan antara hubungan keperdataan dyamliki anak
dengan ibu juga dengan ayah, otomatis hubunganrdapan anak yang
ada pada ibu juga diberikan ayah, hubungan kemedatang diberikan
oleh ibunya diantaranya hak mewaris, jadi ayahopisl tidak hanya
memberikan pendidikan, pemeliharaan, pemberian tpéagan dan
perlindungan, tetapi juga dalam hal mewaris, olaheka itu advokat
beranggapan dalam implementasi untuk menjalankansao MK
No0.46/PUU/VIII/2010 tidak semudah yang dibayangkan.

2. Dasar Hakim PA dan Advokat dalam mengemukakan persepsinya
mengenai Judicial Review pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974
tentang hubungan keperdataan anak diluar perkawinan dengan
ayah biologisnya pasca berlakunya putusan MK
No.46/PUU/VI11/2010.

a. Dasar penilaian Hakim  Pengadilan Agama dalam
mengungkapkan persepsinya, yaitu;
1) Kepentingan Anak dan Hak Asasi Anak
Kepentingan atau kebutuhan anak termasuk ke dakn h
asasi anak dan tidak ada perbedaan secara alandaag vy
membedakan kepentingan atau kebutuhan seorangbailaknak
itu merupakan anak sah ataupun anak diluar kilKiarena itu,
hukum haruslah memberikan jaminan yang adil atalindengan

yang sama terhadap setiap anak, diluar anak tersku hasil

7 Hasil wawancara dengan bapak Faishol Hassanulakus Hakim Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama kota Malang tanggal selasa 238 pukul 13.30 WIB, data Primer diolah.
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perkawinan yang sah ataupun anak diluar perkawirsaspuai
dengan apa yang diatur pada pasal 28B ayat (2) U985
menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsurigap,itumbuh
dan berkembang serta berhak atas perlindungarkelerasan dan
diskriminasi”!*Bertumpu pula pada UU No.39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus tentdngdaesi anak
antara lain®®

Kata orangtua yang tercantum dalam pasal-pasal OI39N
tahun 1999 tentang hak asasi anak tersebut selarysiga
diartikan untuk orangtua biologis bukan hanya untwing tua
secara hukum akibat perkawinan, karena setiap dilakirkan
bukan hanya karena adanya perkawinan.

2) Akidah Hukum Islam

Karena Indonesia kental akan ke Islamannya, makarhu
Islam memiliki pengaruh besar untuk mempengarumeptian
dalam menafsirkan putusan Mk No0.46/PUU/VIII/2010 p &
yang diungkapkan oleh bapak Munasik selaku andugitan yang
menyatakan: “penafsiran hubungan keperdataan yamgkdud
dalam putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 itu didasarkaada
Hukum Islam®°

Islam mengajarkan, bahwa anak merupakan amanat dari
Allah SWT, dimana orang tua yang diberi amanat &&gfiban
memenuhi kebutuhan hidup anaknya agar anak tersedyot
berkembang dan orang tua yang menyia-nyiakan anderajan
mengabaikan kewajiban sebagai orang tua maka digalgsa.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: Nabi Muhammsttallallahu
‘alaihi wa sallanpernah bersabda ;

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak
mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah
yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani

18 |ihat BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia pasal 28@t (2) Undang-Undang Dasar 1945.
9 Lihat Bagian Kesepuluh Mengenai Hak Anak UU Rédjiumdonesia No.39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

% Hasil wawancara dengan bapak Munasik selaku H&dngadilan Agama di Pengadilan
Agama kota Malang tanggal selasa,4 juni 2013 pLRBO WIB, data Primer diolah.
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atau majusi. Apakah kau melihatnya buntung
(Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimiy, an-Nasaiy,
Ibn Jarir, Ibn Hibban, at-Tabraniy dan al-Hakim

dari al-Aswad bin Suwaid)
Dari sabda tersebut menyatakan bahwa Islam juga amdsmg
setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaaah fatau suci,
tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan das#s orang
tuanya, karena pantas bagi anak dari sebab apapenekan
dilahirkan, dapat memiliki hak mereka untuk hidupand
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuamgaaguk
hubungan keperdataan, selain itu Islam mengajapkda, ayah
biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi analua yang
kebetulan adalah seorang perempuan, dan juga amaakkawin
tidak dapat bernasab kepada ayah biologisnya.N#edain hukum
perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagabuae
hubungan darah (keturunan) antara seorang ana@andexyahnya,
karena adanya akad nikah yang®ah

Telah diatur pula dalam KHI pada pasal 100 menyetmnit
“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempury#iungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibufiy@makna dengan
ketentuan tersebut, pasal 186 KHI menyatakan: “Araalg lahir di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling arisw
dengan ibunya dan keluarga dari pihak iburff@&lah dijelaskan
bahwa anak diluar kawin tidak dapat mewaris dar dyalogisnya
tidak dapat mendapatkan hak perwalian nikah bagak an

perempuannya, maka demi hukum Islam, hubungan #af{zem

2L Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA, 2012]-Quran dan Tingkah Laku Manusia
(onlinehttp://www.masjidalakbar.com/ramadhan/linkmenu. ptgpfiafile=rabu4, diakses tanggal

(17 juni 2013)

22 Negara Hukum, 201Xasab dalam Hukum Perkawinan Indonesia, (online)
http://www.negarahukum.com/hukum/nasab-dalam-hukenkawinan-indonesia.html, diakses
tanggal (17 juni 2013).

% Lihat Buku | tentang Hukum Perkawinan BAB XV mengi Perwalian pasal 100 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia.

24 Lihat Buku Il tentang Hukum Kewarisan BAB |1l mgenai besarnya bagian pasal 186
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
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yang dapat diberikan kepada anak diluar kawin hasglaatas
perlindungan, pemeliharaan dam pemenuhan kebug#jan
b. Dasar penilaian Advokat dalam mengungkapkan persepsinya
yaitu:
1) Terminologi Hukum Perdata

Advokat dalam mengungkapkan persepsinya di dasarkan
pada terminologi hukum perd&taerminologi adalah pristilahan
atau ilmu tentang istilah dan penggunaarffy@edangkan Hukum
Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menga
hubungan hukum subyek hukum (orang dan badan hulang
satu dengan subyek hukum yang FinTerminologi Hukum
Perdata adalah ilmu tentang penggunaan kata-katg tertera
dalam definisi hukum perdata.

Dimana dengan pengertiannya yaitu hukum atau sistem
aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban u(fgdn
keperdataan) orang dan badan hukum sebagai perludaa
konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lak deam
hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakdaka
diatur apa saja yang dapat diklasifikasikan ke rdalaukum
perdata, yang biasa dikenal sebagai sistematikairhuperdata,
sistematika hukum perdata, terdiri atas empat bagaitu 2°
a) Hukum perorangan, yang berisi tentang kedudukamgodalam

hukum serta hak dan kewajiban serta akibat hukumg ya
ditimbulkannya ;
b) Hukum keluarga, yang berisi tentang hubungan suatari,

orang tua anak serta hak dan kewajibannya masisgama

% Hasil wawancara dengan bapak Hartarto Pakpatakis Advokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal maB1 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.

%6 Wikipedia, Terminologi, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Terminologi, diaksetanggal (1
oktober 2013)

%’ Komariah,Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2013 , hal 24.

8 Eliot Ciputra, 2013 Hukum Perdata,
(onlinehttp://oneofmyway.wordpress.com/2013/05/18/hukumpéekdataan/, diakses tanggal (2
september 2013).

% bid
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c) Hukum harta kekayaan, yang berisi sistem aturanargn
kedudukan benda dalam hukum serta berbagai hak-hak
kebendaan yang bisa diperoleh orang ;

d) Hukum waris, yang berisi tentang sistem aturan #&elan
benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggaladdan
cara pembagiannya terhadap yang ditinggalkannya.

Di karenakan dalam sistematika hukum perdata juga
menyangkut waris, dimana hukum warisan yang mengdibat-
akibat adanya hubungan kekeluargaan terhadap matargharta
benda seseoraffy maka advokat beranggapan bahwa hubungan
keperdataan yang dimaksud putusan MK No0.46/PUU/0I0
bukan hanya kewajiban ayah untuk memberikan hakligeéan
dan pemeliharaan saja melainkan juga waris.

2) Analogi Hukum

Persepsi advokat juga didasarkan pada penganalogian
hukum?*Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu yenat
hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalamtupana
tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga [seiastiva
yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggespali
dengan bunyi peraturan tersebut. Menggunakan Ubraemalogi,
berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian rhulaiau
perundang-undangan.

Untuk menindak lanjuti kekosongan hukum dan untuk
jalannya putusan MK No.46/PUU/VII1/2010 yang memnkan hak
keperdataan terhadap anak diluar kawin dengan bigdbgisnya,
maka penerapan prinsip hubungan keperdataan badi kamar
kawin dapat dianalogikan dengan anak luar kawingy&slah

mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya datgr pada

%0 Subekti,Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal 17.

31 Hasil wawancara dengan bapak Edwin Krinawantksel Advokat di Kantor Law Firm
GUNADI HANDOKO & PARTNERS kota Malang tanggal mali4 agustus 2013 pukul 11.20
WIB, data Primer diolah.

% PKBH Universitas Ahmad Dahlan, 201Penafsiran Undang-Undang secara Analogi,
(onling), http://pkbh.uad.ac.id/?p=79, diakses tanggalktbber 2013)
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280 KUHPerdata; “dengan pengakuan yang dilakukanatkap
seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdati@ra si
anak dan bapak atau ibuny&”’Dan dalam prakteknya anak luar
kawin yang diakui memiliki hak dalam pemeliharaamngan hak
untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupagian
warisnya tidak sama dengan anak-anak sah. Berd@aspdsal 863
KUHPerdata menyatakan; “jika yang meninggal, mggatkan
keturunan yang sah atau sering suami atau istlkanamak-anak
luar kawin mewaris sepertiga dari bagian merekagysedianya
harus mendapatkan andai kata mereka anak-anak..saf.
walaupun warisan yang diberikan tidak sebesar aabkanak luar
kawin tetaplah dapat memiliki hak mewaris.

Pasal 865 KUHPerdata menyatakan ; “Bila yang nggah
itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menuditdang-
Undang, maka anak di luar kawin itu mewarisi hgeainggalan
itu seluruhnya®®Dengan ada pasal ini sewaktu waktu anak luar
kawin dapat dipersamakan dengan anak sah, oleb gebedvokat
menyatakan hubungan keperdataan yang diberikan aj@ah
biologis tidak hanya melakukan, pendidikan, penagban
contohnya nafkah, perwalian, mengakui status apekindungan
dan pemberian penghidupan saja melainkan jugapetdeak anak
untuk mewaris.

3) Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah salah satu dasar advokaindal
mengungkapkan persepinya, dimana sejak dulu kakelsa
adanya hukum tertulis telah berlaku telah diakw dakuti oleh
masyarakat yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiaseeasal dari

perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulangguii@alam hal

¥ Lihat Buku Kesatu tentang Orang BAB XI Bagian 8manai Pengakuan Anak Luar Kawin
pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3 Lihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagiam@&ngenai Pewarisan bila ada anak-anak
luar kawin pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Biexd

%, Lihat Buku Kedua tentang Barang BAB XII Bagiam@&ngenai Pewarisan bila ada anak-anak
luar kawin pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Biexd
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yang sama, sehingga tindakan yang berlawanan dewmasaan

itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukakg dengan
demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang @efgaulan
hidup dipandang sebagai hukdf.Dalam hukum kebiasaan
masyarakat Indonesia sebelum berlakunya putusan MK
No0.46/PUU/VIII/2010 mengenal aturan anak yang hdrkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatagan
ibunya dan keluarga ibunya sedangkan dari ayahdg&.tYang
berarti anak itu akibat dari hubungan perdata dempgaak ibu dan
keluarga ibunya anak tersebut mendapatkan hak @arisbu dan
keluarga ibunya termasuk segala sesuatu bentuk lipana@n
sampai anak tersebut dewasa hanya menjadi tanggnap
ibunya, jadi apabila hukum itu diubah oleh Putusi&kK
No.46/PUU/VI1II/2010 dengan menambahkan hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologidvssarti
hubungan dengan ayah diperlakukan sama dengan apg Yy
diberikan ibunya sebagaimana tidak ada kata-kataag ya
membedakan hubungan keperdataan antara yang dibelilk dan

ayah.

VI.PENUTUP

%, 2010,Sumber Hukum Formal K ebiasaan, (online)
http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/sumbéinformal-2-kebiasaan-costum.html,
diakses tanggal (2 oktober 2013)
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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian penulis dapat disirkani

1. Pesepsi dari hakim Pengadilan Agama dan Advokat :

a.

Persepsi Hakim PA terhadap hubungan keperdata@mdButusan
MK No.46/PUU/VIII/2010 yaitu hubungan hak dan keivap secara
timbal balik antara anak dengan orang tua untuk akogdan
pendidikan dan pemeliharaan seperti nafkah, bigyaligikan, kasih
sayang dan pemberian penghidupan yang layak daar veasuai
dengan kemampuan yang dimilikinya yang akan mengnja
kehidupan anak.

Persepsi Advokat terhadap hubungan keperdataam d@idusan MK
No0.46/PUU/VI1II/2010 diartikan sebagai hubungan dak kewajiban
secara timbal balik antara anak dan orang tua umeknberikan
pendidikan, pemeliharaan seperti nafkah, perwapangakuan status
anak, perlindungan dan hak anak untuk mewaris s@inaga hak
tersebut sama dengan hubungan keperdataan yaapmatmhak diluar

kawin dari ibunya.

2. Dasar Hakim Pengadilan Agama dan Advokat dalam omagigapkan

persepsinya yaitu:

a.

B. Saran

Dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama: 1)Kepentirageak dan
Hak Asasi Anak 2) Akidah Hukum Islam

Dasar Advokat dalam mengungkapkan persepsinya :yaitu
1)Terminologi Hukum Perdata, 2)Analogi Hukum, 3)Hok

Kebiasaan

Agar putusan MK No.46/PUU/VIII/2010 berjalan sebag@na tujuan yang

diharapkan hendaknya negara atau pemerintah mensmadti peraturan

khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putugamiMDan perlu

disosialisasikan dan diberikan pemahaman mendatahadap masyarakat
tentang makna putusan MK No0.46/PUU/VIII/2010. HakfA dan Advokat
melihat hubungan keperdataan ini harus dari berlzegek.

VIl. DAFTAR PUSTAKA
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